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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan pengelolaan terhadap harta kekayaan orang yang tidak hadir 

(Afwezigheid) serta  terdapat harta kekayaan yang tak terurus (onbeheerde 

nalatenschape) dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan sejak adanya salinan 

resmi penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.  

2. Harta kekayaan tak terurus yaitu, jika suatu warisan terbuka, tidak ada seorang 

yang menuntutnya, ataupun apabila semua waris yang terkenal menolaknya. 

3. Harta kekayaan yang dikuasai oleh negara, yaitu barang tidak bergerak yang 

status hak kepemilikannya tidak dimiliki oleh siapapun yang terbengkalai 

dan/atau tidak terurus secara layak dimana dikuasai oleh negara melalui 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

4. Tanah warisan yang digugat oleh ahli waris Almh. Ny Omoh Binti Sarkosih 

adalah harta yang dikuasai negara dan bukanlah merupakan harta kekayaan 

yang tak terurus.  

5. Sesuai dengan penjelasan di atas, jika tanah dan/atau bangunan adalah milik 

Warga Negara Asing dan belum di konversi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) 

tahun, maka tanah dan/atau bangunan dikuasai oleh negara dan bukan harta 

kekayaan yang tak terurus (onbeheerde nalatenschape). Jika terdapat ahli waris 

ingin membeli bangunan atau/dan tanah ingin membeli dapat dilakukan dengan 

memenuhi beberapa syarat : 

a. fotokopi identitas pemohon atau kuasa apabila dikuasakan (KTP atau KK), 

yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 

b. fotokopi anggaran dasar badan hukum, apabila pemohon badan hukum; 

c. surat kuasa, apabila dikuasakan; 

d. permohonan melalui Ketua P3MB/Prk.5; 
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e. Surat Keterangan Tanah; 

f. Surat Ijin Penghunian (SIP) dari Dinas Perumahan; 

g. keterangan dari Imigrasi tentang Kewargancgaraan Bekas Pemilik P3MB; 

h. keterangan dari Kantor Wilayah Ditjen Pajak, dalam hal tanah Prk.5; 

i. dasar perolehan/penguasaan tanah; 

j. bukti Pengumuman 1 (satu) kali di 2 (dua) dua Surat Kabar Harian yang 

beredar secara umum dengan masa tenggang 30 (tiga puluh) hari sejak 

diumumkan; 

k. fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya 

oleh petugas loket; 

l. Surat Pernyatan Kesanggupan membayar I Taksiran atas tanah dan 

bangunan; 

m. Surat Pernyataan belum pernah memperoleh tanah/rumah dari pemerintah; 

6. Jika dalam hal ini sudah dalam penguasaan negara, maka tidak ada peran dari 

Balai Harta Peninggalan dan langsung ke Kantor Pertanahan setempat saja.  

 

5.2 Saran 

 Rancangan Undang-Undang Balai Harta Peninggalan perlu disahkan sesegera 

mungkin oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kemudian, 

dalam Stb. 1872/166 mengenai Instruksi Untuk Balai-Balai Harta Peninggalan di 

Indonesia perlu dicabut, Lalu, Pengadilan juga harus membedakan aset perorangan dan 

badan hukum, dan juga subyeknya yaitu Warga Negara Asing dan Warga Negara 

Indonesia. Kantor Badan Pertanahan harus lebih teliti dikarenakan masih banyak tanah 

dan/atau bangunan P3MB atau Prk5 yang belum dimohonkan haknya, namun tanah 

dan/atau bangunan sudah dikuasai oleh para ahli waris. Kepala Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan setempat harus secara aktif membuat daftar yang statusnya adalah P3MB 

atau Prk5 untuk selanjutnya membuat surat pemberitahuan kepada pihak tersebut 

dalam hal ini ahli waris agar segera mengajukan permohonan. Lalu, Kantor Badan 

Pertanahan setempat dapat memberikan hak kepada ahli waris Almh.Ny Omoh Binti 
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Sarkosih. Agar, para penegak hukum dapat memahami perbedaan antara harta 

kekayaan yang tak terurus yang telah dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan dan harta 

kekayaan negara yang merupakan wewenang Kantor Pertanahan Nasional.  
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